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Kejari Lirik Kasus

~ TPPLamsel
Senilai Rp14,4 M

KALIANDA - Indikasi kelebihan bayar tam-
bahan penghasilan pegawai (TPP) di lingkup
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pem-
kab Lamsel) mendapat perhatian dari kejaksa-
an negeri (kejari) setempat.

Korps Adhyaksa ini berencana turun tangan

,menangani kasus dugaan pelanggaran aturan

yang dinilai menyebabkan kerugian negara
hingga Rp14,4 miliar tersebut.

- Pihak kejari mengaku segera mengumpul-
kan bukti-bukti pendukung sebelum mela-

Kejari...

"Yang pasti, kami akan mempela-
jarinya dahulu sebelum melakukan
proses penyelidikan. Setelah kami
pelajari dan ada unsur tindak pida-

na, tidak menutup kemungkinan

kami melakukan proses penyelidi-
kan,” tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI per-
wakilan Lampung menemukan ba-
nyak masalah pada anggaran Pem-
kab Lamsel tahun 2023.

Selain masalah belanja makan-
minum dan ATK serta paket infra-

struktur, BPK juga menemukan ke-

janggalan pada tambahan pengha-

silan pegawai (TPP).
Berdasarkan laporan hasil peme-

* riksaan (LHP) sistem pengendalian
intern dan kepatuhan terhadap UU

Pemerintahan Kabupaten (Pemkab)

Lamsel tahun 2023, anggaran TPP

dialokasikan sebesar Rp163.212.

452.770 dengan realisasi sebesar

Rp150.889.080.576 atau 92,45 per-
sen.

njutkannya dengan proses penyelidikan.
Kasi Intelijen Kejari Lamsel Volanda Azis
Saleh mengaku telah mengetahui adanya in-
formasi TPP Pemkab Lamsel yang diduga me-
langgar- aturan. "Iya, saya sudah baca infor-
masiitu,” kata Volanda, Selasa{9/7). Menurut
Volanda, pihaknya masih mempelajari masa-
lah tersebut untuk mengetahui ada atau ti-
daknya tindak pidana dalam masalah itu.

Baca| KEJARI |Hal. 6

Diketahui, realisasi belanja tam-
bahan penghasilan berdasarkan per-
timbangan objektif Lainnya (TPP
POL) ini termasuk belanja tamba-
han penghasilan atas pengelola ba-
rang dan pengelola keuangan.

Rinciannya, untuk belanja hono-
rarium penanggung jawab pengelo-
laan keuangan dianggarkan Rp13.
639.152.500 dengan realisasi
Rp13.292.610.400 atau 96,05 persen.

Sedangkan, belanja jasa peng-
elolaan BMD yang tidak mengha-
silkan pendapatan dianggarkan
Rp1.193.400.000 terealisasi
Rpl.119.818.852 atau 93,83 persen.

Penanggung jawab pemeriksaan
BPKRI Perwakilan Lampung, Masmu-
di, dalam LHP yang ditandatangani
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pada 2 Mei 2024 menjelaskan, hasil
pemeriksaan terhadap Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
dokumen pertanggungjawaban re-
alisasi belanja menunjukkan bahwa
realisasi belanja honorarium peng-
elola keuangan dan pengelola ba-
rangini pada Januari-Februari 2023
dianggarkan pada rekening Tamba-
han Penghasilan berdasarkan Be-
ban Kerja ASN (TPP Beban Kerja).

Kemudian, sejak Maret-Desem-
ber 2023, belanja honorarium peng-
elola keuangan dan pengelola ba-
rang dianggarkan dan terealisasi da-
rirekening TPP POL. Belanja hono-
rarium ini direalisasikan pada 53
OPD di lingkungan Pemkab Lamsel
tahun 2023.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut
BPK RI Perwakilan Lampung atas
dokumen pertanggungjawaban re-
alisasi belanja diketahui, bahwa jum-
lah realisasi honorarium pengelola
keuangan dan pengelola barang yang
bersumber dari TPP POL bagi peng-
elola keuangan dan pengelola ba-
rang selama tahun 2023 sebesar
Rp14.412.429.252.

Pemeriksaan lebih lanjut menun-
jukkan bahwa pemberian honora-
rium pengelola keuangan dan peng-
elola barang yang bersumber dari
TPP POL berdasarkan Keputusan
Bupati untuk setiap OPD dan dite-
ruskan melalui SK Kepala OPD.

Kemudian, hasil wawancara BPK

‘RIPerwakilan Lampung dengan Ka-

bid Anggaran BPKAD sekaligus se-
bagai TAPD, serta Analis Kebijakan
Ahli Muda Bagian Organisasi Setda
menyatakan bahwa anggaran TPP
POL merupakan peralihan dari TPP
Beban Kerja ASN pada tahun 2023.

Pemkab Lamsel tidak mengaju-

kan persetujuan kepada Kemente-
rian Dalam Negeri atas perubahan
nomenklatur dan kriteria atas TPP
Beban Kerja dan TPP POL pada ta-
hun 2023.

Persetujuan Kementerian Dalam
Negeri terhadap pemberian TPP ASN
dilingkungan Pemkab Lamsel ada-
lah berdasarkan Surat Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah Ke-
menterian Dalam Negeri Nomor
900/503/keuda tanggal 29 Januari
2021 tentang Pemberian Persetuju-
an Tambahan Penghasilan Pegawai
kepada Pegawai ASN di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tahun Angga-
ran 2021.

Kondisi tersebut dinilai BPK RI
Perwakilan Lampung tidak sesuai
dengan beberapa peraturan mulai
dari Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Kemudian, Peraturan Menteri Da-
lam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2023. Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900-
4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil/Negeri di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Serta, Surat Edaran Nomor
900.1.3.2/9087/S] tanggal 30 Desem-
ber 2022 tentang Tambahan Peng-
hasilan Pegawai ASN Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2023.

Permasalahan itu mengakibat-
kan realisasi pembayaran tamba-
han penghasilan pegawai berdasar-
kan pertimbangan objektif lainnya
dan beban kerja membebani keu-
angan daerah sebesar Rp14.412.
429.252.

Srambungan dari Hal. 1

Menurut BPK RI Perwakilan Lam-
pung, hal tersebut disebabkan oleh
Bupati Lampung Selatan Nanang
Ermanto dalam menetapkan Kepu-
tusan Bupati terkait Tambahan Pen-
ghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya dan Beban Kerja
tidak memedomani ketentuan yang
berlaku. 3

Juga, TAPD tidak memedomani
ketentuan yang berlaku dalam men-
gusulkan anggaran terkait honora-
rium bagi pengelola keuangan dan
pengelola barang sebagai Tamba-
han Penghasilan Berdasarkan Per-
timbangan Objektif Lainnya dan Be-
ban Kerja.

BPKlalu merekomendasikan ke-
pada Bupati Lampung Selatan agar
memedomani ketentuan yang ber-

‘laku dalam menetapkan Peraturan

Bupati terkait besaran dan kompo-
sisi honorarium pengelola keuangan
dan pengelola barang terkait TPP
POL dan TPP Beban Kerja ASN.
BPK juga memerintahkan untuk
menghentikan pembayaran tamba-
han penghasilan pegawai ASN bagi
pengelola keuangan dan pengelola
barang yang bersumber dari TPP
POL dan/atau TPP Beban Kerja ASN
sampai dengan diterbitkan Peratu-
ran Bupati mengenai penetapan TPP
POL dan TPP Beban Kerja bagi ASN
di Lingkungan Pemkab Lamsel se-
telah sebelumnya memperoleh per-

- setujuan menteri sesuai ketentuan.

Serta memerintahkan Sekretaris
Daerah selaku Ketua TAPD untuk
memedomani ketentuan yang ber-

~ laku dalam mengusulkan anggaran

terkait tambahan penghasilan ber-
dasarkan pertimbangan objektif lain-
nya dan beban kerja ASN. (yud/c1/
fik) )
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